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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kandidasi Calon Gubernur
Jawa Timur yang dilakukan oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Penelitian ini difokuskan
pada faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Dewan Syuro dan
Dewan Tanfidz.

Seperti yang diketahui bahwa PKB mewacanakan akan mengusung calon Gubernur
yang merupakan kader NU (Nahdlatul Ulama) karena Jawa Timur merupakan representasi
dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Oleh karena itu saat penjaringan bakal calon
munculah dua nama, yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf karena keduanya
merupakan kader NU. Khofifah kemudian menjadi calon yang diusung setelah melalui
berbagai tahapan yang dilakukan oleh PKB untuk kemudian memberinya rekomendasi
sebagai calon Gubernur Jawa Timur menyisihkan Saifullah Yusuf yang pada akhirnya
memilih untuk kembali menjadi calon Wakil Gubernur dari Soekarwo.

Permasalahan ini menarik diteliti karena telah diketahui bahwa PKB merupakan partai
yang akrab dengan konflik internal sejak didirikan pada 1998 dan puncaknya pada 2008
ketika PKB terpecah menjadi dua kubu. Perbedaan dukungan antara Dewan Syuro dan
Dewan Tanfidz ini tentu ini mengingatkan pada kejadian tersebut dimana dukungan PKB
dalam pilgub ini juga terbelah menjadi dua antara kedua Dewan tersebut.

Hasil penelitian yang didapat dengan melalui metode kualitatif menunjukkan bahwa
terdapat tiga faktor yang menyebabkan tejadinya perbedaan dukungan. Pertama, proses
penentuan Khofifah sebagai calon Gubernur dianggap sepihak karena Dewan Syuro merasa
tidak dilibatkan oleh Dewan Tanfidz dalam proses tersebut. Kedua, pragmatisme politik
Dewan Syuro dimana Elit Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa dengan
berdasarkan hasil survei pra-pilgub. Sehingga mengindikasikan terdapat kepentingan politik
yang berusaha dicapai oleh Dewan Syuro melalui politik transaksional. Ketiga adalah
lunturnya kharisma Elit Dewan Syuro sebagai struktural tertinggi Elit partai yang membuat
pandangannya tidak lagi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai.

Kata kunci: Elit, Pilgub, Proses politik

Abstract

This study aims to describe how the candidacy East Java Governor candidate
conducted by PKB (National Awakening Party). This study focused on the factors that cause
the difference in support between the Advisory Board and the Organizer Board.

As it is known that PKB desire be carrying candidates for governor who is a cadre NU
(Nahdlatul Ulama) for East Java is a representation of the largest Islamic organizations in
Indonesia. Therefore, when comes the candidates of the two names, namely Khofifah Indar
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Parawansa and Saifullah Yusuf as both an NU cadres. Khofifah then be promoted candidates
after going through the various steps being taken by PKB to then give him advice as a
candidate for Governor of East Java, Saifullah Yusuf set aside and ultimately chose to back a
candidate for Vice-Governor of Soekarwo.

This problem is an interesting study because it has been known that PKB is a party
that is familiar with the internal conflict since it was founded in 1998 and its peak in 2008
when PKB was split into the two sides. The difference in support between the Advisory
Board and the Organizer Board This is certainly reminiscent of the incident in which the
support of PKB in this Governor Election also split into two between the two Boards.

Research results obtained through qualitative methods shows that there are three that
cause differences occured support. First, the process of determining Khofifah as a candidate
for governor is considered a unilateral advisory board felt excluded by the Organizer Board in
the process. Second, political pragmatism where Advisory Board Elite supporting the Karsa
pair based on a survey of pre-election of Governor. So that indicates there is a political
interest in trying to achieve political Advisory Board through transactional. Third is the
decrease of charisma Advisory Board Elite as the highest structural Elites party which makes
his views are no longer influential in policy-making party.

Keyword: Elite, Elections of Governor, Political Process

Pendahuluan

Dalam pengajuan calon Kepala Daerah, tentu terdapat proses dan mekanisme internal

dalam penjaringan kandidat yang dimiliki oleh tiap-tiap partai politik untuk menentukan

bagaimana kriteria para kandidat hingga keluarnya keputusan partai politik berupa dukungan

atau rekomendasi yang diberikan partai politik terhadap calon Kepala Daerah.

Namun sepertinya mekanisme seperti ini tidak berjalan lancar bagi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang dihelat

pada Agustus 2013 lalu. Sebab, faktanya terjadi perbedaan dukungan dalam structural partai

tersebut dalam memberikan dukungan terhadap Calon Gubernur (Cagub). Sebagai partai

politik yang dianggap dominan di Jatim, dukungan partai dengan warna ciri khas hijau ini

memang sejak awal diperebutkan oleh dua orang bakal cagub Jatim, yaitu Gus Ipul yang saat

itu selaku wagub, serta Khofifah yang dalam pilgub 2008 juga maju sebagai cagub. Kedua

kader Nahdlatul Ulama (NU) tersebut berebut untuk mendapatkan ‘hati’ PKB sebagai

kendaraan untuk maju dalam pilgub Jatim. Namun setelah berbagai komunikasi politik dan

seleksi oleh PKB, maka akhirnya dukungan di berikan terhadap Khofifah. Gus Ipul yang

sebelumnya berpasangan dengan Soekarwo akhirnya dipastikan rujuk dan kembali berduet

dengan ketua DPD partai Demokrat Jatim tersebut.

Dunia politik tidak bisa terlepas dari persaingan, terutama di dalam era yang dipenuhi

persaingan macam sekarang ini. Dalam dunia politik, persaingan dapat terjadi dalam banyak

hal, termasuk dalam bersaing berebut dukungan partai politik oleh beberapa Cagub seperti
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yang dialami oleh PKB yang diperebutkan oleh dua cagub. Sebagaimana diketahui antara

Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro terdapat perbedaan pendapat dimana jajaran Dewan Syuro

baik di Dewan Pengurus Pusat (DPP) maupun di Dewan Pengurus Wilayah (DPW)

memberikan dukungan terhadap pasangan Cagub-Cawagub Soekarwo dan Saifullah Yusuf

yang notabene diusung Partai Demokrat serta sembilan parpol parlemen dan 20 parpol non-

parlemen. Sedangkan dari jajaran Dewan Tanfidz memberikan rekomendasi terhadap

pasangan Cagub-Cawagub Khofifah Indar Parawansa dan Herman S yang hanya mendapat

tambahan dukungan dari empat parpol non-parlemen.

Meskipun secara administrasi dukungan atau rekomendasi PKB mengarah pada

pasangan Khofifah-Herman S, tetapi secara de facto dengan pendeklarasian oleh Dewan

Syuro yang mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf tentu hal tersebut tentu dapat

memecah dukungan oleh massa PKB yang berimbas pada kurang signifikannya suara PKB

pada pilgub jatim 2013 lalu. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa kebesaran PKB sampai

saat ini khususnya di jatim tidak lepas dari peran kiai-kiai dan ulama dari NU yang notabene

merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan mempunyai jamaah luar biasa banyak

khususnya di Jawa Timur, sekaligus merupakan organisasi yang membidani langsung

berdirinya partai politik yang identik dengan Gus Dur tersebut. Sedangkan Dewan Syuro

PKB biasanya diisi oleh kiai atau ulama NU yang mampu memberikan nasihat dan menjadi

panutan bagi masyarakat.

Disisi lain, budaya NU dimana seorang tokoh kiai atau ulama sangat dihormati,

disegani dan dipatuhi oleh santrinya maupun masyarakat sangat kuat. Sehingga dengan

pecahnya dukungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz tersebut, tentu akan

berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat NU terhadap PKB. Oleh

karena itu PKB diharuskan tetap menjaga hubungan baik dengan NU selaku “orang tua” yang

melahirkan PKB. Sebab PKB lahir karena keinginan kuat warga nahdliyin yang ingin

mencari wadah untuk meyalurkan aspirasi lewat politik.

Pergelaran Pigub Jatim kali ini tidak lepas dari intrik-intrik politik yang mewarnai

pesta demokrasi di jatim tersebut. Dari empat Cagub yang mengikuti hajatan pilgub tersebut,

pendaftaran pasangan Khofifah-Herman S menimbulkan kontroversi karena dukungan ganda

yang diberikan oleh partai politik pendukungnya. Kontroversi tersebut sampai harus

diselesaikan melalui sidang yang berujung pada skorsing beberapa komisioner Komisi

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) jatim oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP).
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Pilgub Jatim 2013 yang telah usai beberapa bulan lalu kembali menciptakan

persaingan antar dua rival terdahulu dalam pelaksanaanya meskipun tidak sedahsyat 2008

yang berlangsung hingga dua putaran. Kembali bersaingnya dua calon yang meraih dua suara

terbanyak pada pilgub 2008 yaitu Soekarwo dan Khofifah menjadi daya tarik tersendiri,

sebab pada pilgub 2013 lalu keduanya kembali menjadi dua peraih suara terbanyak.

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi suara KPUD Jatim di seluruh Kota dan Kabupaten,

pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) tampil sebagai pemenang dengan

memperoleh 8.195.816 suara atau 47,25 persen.  Sedangkan calon yang diusung PKB

Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) harus puas menjadi runner-up

dengan meraih suara 6.525.015 suara atau 37,62 persen. Sedangkan pasangan lain yaitu

Pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) yang diusung PDIP, menempati urutan

ketiga dengan raihan suara 2.200.069 suara atau 12,69 persen dan diikuti Pasangan

perseorangan Eggi Sudjana-M Sihat (Beres) menempati urutan buncit dengan memperoleh

suara 422.932 suara atau 2,44 persen.

Didalam politik perbedaan pendapat atau perbedaan dukungan merupakan hal yang

wajar terjadi, namun apabila hal tersebut terjadi di dalam internal partai terutama terjadi

ketika pemberian rekomendasi terhadap salah satu calon gubernur tentu ini akan berdampak

pada persiapan partai tersebut dalam menyongsong hajatan pesta demokrasi terbesar di jatim

tersebut. Banyak isu yang dibangun oleh media terkait dengan penyebab pecahnya dukungan

Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Jajaran Dewan Syuro Jatim menganggap Dewan Tanfidz

baik DPP atau DPW Jatim tidak pernah memusyawarahkan dan berkomunikasi dengan

jajaran Dewan Syuro tentang dukungan yang akan diberikan kepada Khofifah, sehingga

mereka kecewa dan melakukan manuver politik yang berlawanan. Selain karena kekecewaan

tersebut, jajaran Pengurus Dewan Syuro khususnya K.H Azis Mansyur selaku ketua Dewan

Syuro dalam wawancaranya dibeberapa media menganggap Karsa mampu meneruskan

perjuangan para Kyai. Namun yang perlu disorot adalah proses bagaimana Khofifah dapat

didukung oleh Dewan Tanfidz PKB dan Soekarwo bisa mendapatkan hati para elite Dewan

Syuro.

Perbedaan pendapat antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz yang terjadi di PKB

bukanlah yang pertama, sejak didirikan tahun 1998 hingga sekarang PKB tidak pernah lepas

dari konflik internal, khususnya yang melibatkan Dewan Syuro dan Dewan Syuro.

Puncaknya konflik internal terbesar PKB terjadi pada tahun 2008 dimana partai yang

berlambang bola dunia ini terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Abdurrahman Wahid (Gus

Dur) dan kubu Muhaimin Iskandar. Bahkan saat itu sempat terjadi dua Muktamar Luar Biasa
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(MLB) antar dua kubu yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri untuk mengetahui PKB

dari kubu mana yang sah. Dengan berbagai konflik internal yang pernah melanda, seharusnya

partai sekelas PKB mampu lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan dukungan antara

Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz karena partai politik tersebut berkali-kali mengalami

konflik serupa dan mampu melewatinya dan terbukti survive, khususnya di Jawa Timur.

Dari Fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap permasalahan yang

terjadi antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB saat Pilgub jatim 2013 lalu. Bagaimana

pengelolaan konflik dan pencarian solusi yang dilakukan oleh PKB. Fenomena ini juga

semakin menarik diteliti ketika muncul indikasi bahwa ini merupakan salah satu strategi PKB

dalam pilgub kali ini, sehingga muncul pertanyaan apakah ini merupakan strategi yang

diterapkan para elite PKB untuk bermain politik dua kaki ataukah memang terdapat fiksi-fiksi

dalam internal PKB yang sengaja bermain untuk sekedar kepentingan pribadi individu.

Sehingga yang menjadi focus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dan

mekanisme politik yang terjadi dalam internal PKB sehingga membuat dukungan yang

diberikan PKB terbelah kepada dua Cagub.

Dari Fenomena yang dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan dukungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB

dalam Pilkada Jawa Timur?

2. Bagaimana Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB Jatim memandang perbedaan

dukungan yang terjadi?

Teori Elit

Pareto mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas, yaitu: (1) lapisan kelas

atas, atau elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang

tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Mosca

juga memberikan penjelaskan serupa dengan Pareto, dan menambahkan bahwa terdapat

pergantian elit. Karakteristik yang membedakan elit adalah “kecakapan untuk memimpin dan

menjalankan kontrol politik”, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan

kecakapannya dan orang-orang diluar kelas tersebut menunjukkan kecakapan yang lebih

baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan

digantikan oleh kelas penguasa yang baru.
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Didalam teori elit terdapat elit penentu yang merupakan para spesialis istimewa.

Seleksi atas dasar kompetensi peseorangan mencakup pula penyingkiran yang tidak

kompeten. Berdasarkan analisa elit Putnan dan Suzanne Keller, yang dimaksud elit penentu,

alternatifnya adalah: (1) orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi; (2)

orang yang memiliki pengaruh dan reputasi besar dalam organisasi dibanding orang lain; (3)

orang yang memiliki kontribusi besar dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.

Namun jika ditemukan dalam suatu organisasi seorang individu tidak dalam posisi puncak

namun reputasi dan kemampuan mengambil keputusan lebih besar dibanding orang lain

termasuk orang yang sebenarnya menduduki puncak maka orang ini disebut orang kuat

(strongmen), sementara yang menduduki posisi tetapi kekuasaannya dibawah bayang-bayang

orang kuat disebut elit boneka (toy of elite).

Dalam dinamika partai politik, orang kuat seperti ini pasti ditemukan dimana ia secara

kualitas pribadi individu mampu menentukan arah dan kebijakan partai. Suzane Keller

menyebutnya sebagai elit penentu. “Orang kuat partai” ini bahkan mampu menerobos

ketentuan partai dan menentukan kebijakan partai karena memiliki kelebihan dan kapasitas

yang lebih diatas pengurus lainnya. Orang kuat partai dapat menguasai dan mengendalikan

partai bukan karena aturan partai yang dibuat untuk mengaturnya tetapi mereka menempati

posisi penting dan memastikan alokasi sumber-sumber kekuasaan di partai karena reputasi

dan kapasitas yang dimiliki.

Proses Politik

Miriam Budiardjo, dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa

proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan

antara satu sama lain. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output.

Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari

masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-

keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Sedangkan Ramlan Surbakti berpandangan bahwa proses politik akan menimbulkan

gejala kekuasaan, meskipun hal itu bukan satu-satunya hal. Suatu proses politik, pada intinya

adalah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Tahapan proses ini adalah politisasi

dan/atau koalisi, pembuatan keputusan serta pelaksanaan dan integrasi.

David Easton dalam teori sistem politik-nya menyebutkan bahwa system politik

saling terkait dengan proses politik, “authoritative decision” diambil dan dilaksanakan untuk

masyarakat. Didalam system itu terdapat aktivitas yang interrelated, artinya satu dengan yang
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lain saling berhubungan dan membentuk suatu proses (proses, juga istilah ilmu administrasi).

Dalam sistem politik disebut juga proses politik.

Dari beberapa penjelasan dari ilmuwan politik yang menjelaskan tentang proses

politik, maka dapat disimpulkan bahwa Pokok dari politik adalah upaya untuk mencapai

tujuan, dan untuk mencapainya harus ada proses yang dilewati yang kemudian disebut

sebagai proses politik. Secara garis besar, proses politik adalah semua interaksi yang terjadi

dalam sebuah sistem politik. Proses politik dimulai dari adanya tuntutan untuk memenuhi

tujuan dan kepentingan politik yang tentunya terdapat instrument untuk memperjuangkan

tuntutannya. Proses politik merupakan tahapan setelah adanya input politik dimana proses

mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan, baik oleh perorangan, kelompok,

maupun lembaga apapun macam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan lain-lain dalam

rangka memenuhi tujuan atau kepentingannya. Harus diketahui bagaimana input politik itu

terbentuk dan bergerak, sebab dinamikanya akan sangat berpengaruh terhadap output politik

atau setelah melalui proses politik. Oleh karena itu harus dikenali tenaga-tenaga pembuat atau

tenaga pembantu dari input tersebut.

Pembahasan

Sejak kekalahan telak pasangan PKB Acmady-Suhartono (Achsan) pada Pilkada Jawa

Timur 2008 lalu praktis PKB harus segera berbenah agar kejadian serupa tidak terulang pada

Pilkada selanjutnya. Oleh karena itu PKB sejak jauh hari melakukan persiapan yang matang

dengan melibatkan seluruh strukur mulai dari grassroot hingga jajaran elit PKB. Mereka

tidak ingin menuai malu di Jawa Timur yang merupakan basis dari suara PKB. Agar tidak

mengulang kesalahan yang sama dalam kandidasi tokoh tersebut, maka PKB mulai

melakukan penjajagan dan penjaringan tokoh yang mendekat kepada PKB sebagai bakal

calon yang ingin mencalonkan diri lewat partai berlambang bola dunia tersebut. Sejak awal

memang muncul wacana bahwa PKB ingin mengusung kader dari kalangan Nahdlatul Ulama

(NU) karena memang jatim mayoritas warganya adalah orang NU.

Setelah melalui penjaringan dan seleksi tokoh yang dilakukan oleh tim PKB, maka

munculah dua nama yang berminat untuk mendaftar menjadi bacagub PKB, yaitu Khofifah

yang merupakan ketua PP Muslimat NU dan wagub pasangan incumbent yang juga mantan

ketua GP Ansor NU Gus Ipul. Posisi Khofifah sebagai ketua salah satu badan otonom NU,

yaitu PP Muslimat, dimanfaatkan dengan baik oleh Khofifah sebagai negosiasi yang diajukan

ke PKB. Sebab usahanya menjadi calon Gubernur dari PKB ternyata juga didukung oleh

pimpinan muslimat dari berbagai daerah di Jawa Timur sebagai representasi dari keinginan
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PKB yang ingin mengusung kader NU sebagai calon Gubernur. Hal ini membuat Khofifah

mempunyai akses untuk menggerakkan Muslimat di berbagai kota di Jawa Timur untuk

mendukungnya sebagai calon Gubernur dari PKB. Khofifah menawarkan kesiapannya untuk

mengerahkan massa organisasi yang dipimpinnya yaitu Muslimat untuk mendukung PKB

pada Pileg 2014. Hal ini memberikan keuntungan dalam lobi politik yang dilakukannya agar

PKB memberikan rekom kepada dirinya untuk maju sebagai Cagub dari PKB. Namun hal ini

masih membuat PKB ragu karena PKB menganggap Khofifah tidak mempunyai “investor”

yang mampu menyokong pembiayaan kampanye maupun saat Pilgub. Namun disisi lain

PKB juga mempertimbangkan massa Muslimat yang ditawarkan oleh khofifah.

Setelah melalui lobi politik yang alot dan desakan dari beberapa pihak seperti kaum

Muslimat, PKB akhirnya menurunkan rekom terhadap Khofifah untuk maju sebagai cagub

yang diusung PKB dalam Pilgub Jatim 2013. Hal ini merupakan serangkain bentuk proses

politik yang melibatkan beberapa pihak yang mempunyai kepentingan politik. Proses politik

merupakan tahapan setelah adanya input politik dimana proses mencakup serangkaian

tindakan pengambilan keputusan, baik oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga apapun

macam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan lain-lain dalam rangka memenuhi tujuan

atau kepentingannya. Dengan kata lain proses politik merupakan sebuah pola-pola politik

atau dinamika politik dalam upaya untuk mencapai tujuan, atau merupakan seluruh interaksi

yang terjadi dalam mekanisme politik.

Dinamika proses kandidasi Cagub dalam Pilkada 2013 yang dilakukan oleh PKB ini

ternyata juga tidak berjalan mulus seperti yang terjadi ketika proses pengusungan pasangan

dari PKB yaitu Achmady dan Suhartono pada Pilgub 2008. Kali ini pengusungan Khofifah

diwarnai oleh perbedaan rekomendasi dimana Dewan Syuro memberikan rekomendasi atau

dukungan terhadap pasangan rival Khofifah yaitu Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa).

Sikap Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa ini tidak lepas dari lobi politik yang

dilakukan Gus Ipul terhadap Dewan Syuro ketika bersaing untuk memperebutkan rekom

dengan Khofifah. Kedekatan Gus Ipul ini kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan

dukungan dari Dewan Syuro PKB melalui lobi-lobi politik setelah ia kembali menjadi wagub

Soekarwo. Selain karena kedekatan Gus Ipul dengan Dewan Syuro yang mempengaruhi sikap

Dewan Syuro untuk mendukung pasangan Karsa, sikap ini ternyata juga didukung oleh

Dewan Tanfidz PKB karena menganggap sikap Dewan Syuro tersebut merupakan sebuah

strategi politik tersendiri yang dilakukan agar PKB tetap mempunyai akses terhadap

pasangan Karsa.
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Berdasarkan analisa Putnan dan Suzanne Keller, Dewan Syuro merupakan kategori

Elit Penentu sebagai orang kuat partai yang mampu menerobos ketentuan-ketentuan partai.

Ini disebabkan oleh jajaran Dewan Syuro yang diisi oleh Kyai dan Ulama NU. Kapasitas

Kyai dianggap memiliki kelebihan dan kapasitas yang lebih diatas pengurus lainnya. Tradisi

ini mengakar kuat di masyarakat kultural seperti Jawa Timur yang sangat patuh terhadap

Kyai karena dianggap sebagai waliyullah. Orang kuat partai dapat menguasai dan

mengendalikan partai bukan karena aturan partai yang dibuat untuk mengaturnya tetapi

mereka mempunyai kualitas pribadi, menempati posisi penting dan memastikan alokasi

sumber-sumber kekuasaan di partai karena reputasi dan kapasitas yang dimiliki.

Selain itu, sikap Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa juga disebabkan oleh

beberapa faktor. Yang pertama adalah Dewan Syuro mendukung pasangan Karsa karena dari

pihak jajaran Dewan Tanfidz terkesan mengabaikan Dewan Syuro. Dewan Syuro tidak

dilibatkan dalam musyawarah proses penentuan calon yang diusung PKB sehingga Dewan

Syuro tidak bisa mengutarakan aspirasinya. Hal ini ternyata membuat Dewan Syuro tidak

tinggal diam dan mengadakan musyawarah dalam internal Dewan Syuro untuk membahas

calon yang didukung PKB dalam Pilgub Jatim. keputusan Dewan Syuro yang mendukung

pasangan Karsa merupakan bentuk kekecewaan atas diabaikannya Dewan Syuro oleh

dianggap Dewan Tanfidz dalam proses penentuan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil

Gubernur. Manuver Dewan Syuro merupakan dampak dari proses penentuan calon Gubernur

yang sepihak dengan tidak melibatkan seluruh jajaran elit PKB. Ini merupakan  resiko dari

bentuk struktur partai PKB yang menggunakan Pluralitas Elit. Hal ini akan memicu

timbulnya “matahari kembar” dalam internal.

Faktor kedua adalah adanya pragmatisme politik dalam Dewan Syuro. Sikap Dewan

Syuro yang mendukung pasangan Karsa dalam Pilgub Jatim tidak hanya di pengaruhi oleh

Dewan Tanfidz yang dianggap sepihak dalam proses penentuan calon Gubernur PKB dengan

tidak melibatkan Dewan Syuro. Namun terdapat kepentingan politik juga yang membuat

Dewan Syuro memberikan rekomendasinya terhadap pasangan Karsa. Kepentingan politik

adalah sebuah kepentingan yang bernuansa politik yang ingin dituju atau dicapai seorang

individu/kelompok kepentingan yang mengadakan persekutuan. Kepentingan politik ini dapat

berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok

tertentu. Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz yang memiliki pandangan berbeda dalam

memberikan dukungan menunjukkan bahwa terdapat kepentingan politik masing yang

diusahakan untuk dicapai. Dalam kasus ini faktor Dewan Syuro yang berbeda dukungan

dengan Dewan Tanfidz menunjukkan hal itu. Terdapat tawar-menawar politik yang dapat
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mempengaruhi sikap Dewan Syuro untuk mendukung Karsa. Seperti yang sudah dibahas

sebelumnya bahwa Gus Ipul berperan besar dalam mempengaruhi Dewan Syuro berkat

kedekatannya dengan KH. Aziz Mansyur. Gus Ipul sebagai kader NU dapat melakukan lobi-

lobi politik ke jajaran Dewan Syuro karena Kyai dan Ulama yang ada di Dewan Syuro tentu

merupakan orang NU sehingga terkesan terdapat pengecualian partai dalam hal ini karena

dari hal tersebut NU akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Namun, yang patut untuk

digaris bawahi disini adalah bagaimana proses Dewan Syuro yang mendukung pasangan

Karsa yang memunculkan image pragmatis terhadap Dewan Syuro tersebut. Sikap Elit

Dewan Syuro yang mendukung Karsa telah mengabaikan ideologis partai demi memenuhi

kepentingan politiknya. Sikap pragmatis cenderung menempuh segala cara untuk mencapai

kepentingannya dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran.

Sikap Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa tersebut juga mengindikasikan

politik transaksional yang dilakukan oleh elit Dewan Syuro. Ini ditunjukkan melalui

bagaimana keputusan elit Dewan Syuro yang mendukung Karsa bernuansa pragmatis karena

hanya berpikir siapapun pasangan yang didukung harus memenangkan Pilgub demi

kepentingan dirinya maupun kelompoknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tentu terdapat

timbal balik yang dijanjikan oleh pasangan Karsa terhadap jajaran Dewan Syuro seperti yang

sudah dijelaskan diatas. Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor Dewan Syuro

mendukung Karsa.

Sedangkan faktor yang ketiga adalah lunturnya kharisma Dewan Syuro. Dalam

bahasan sebelumya telah menujukkan bahwa sejak awal Dewan Syuro lebih menghendaki

Gus Ipul untuk direkom atau didukung PKB dalam perhelatan Pilgub Jatim kali ini. Namun

rekom akhirnya turun kepada Khofifah sehingga ini membuat Dewan Syuro merasa

diabaikan dan aspirasinya tidak ditampung sehingga ini menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan Dewan Syuro melakukan manuver untuk mendukung pasangan Karsa. Dalam

AD/ART partai hasil Muktamar Ancol disebutkan bahwa Dewan Syuro adalah dewan

pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai yang terdiri dari

ulama dan para ahli serta mencerminkan representasi daerah. Ini menunjukkan bahwa Dewan

Syuro merupakan struktural yang membuat kebijakan umum untuk selanjutnya ditindak

lanjuti oleh Dewan Tanfidz melalui perumusan kebijakan strategis partai. Namun agaknya hal

ini hanya menjadi sebuah tulisan dalam AD/ART, sebab pada pelaksanaannya saat ini Dewan

Syuro hanya berperan untuk memberikan nasihat untuk perumusan kebijakan partai.

Hal ini tentu berbeda ketika sebelum terjadinya konflik internal yang terjadi pada

2008 dimana saat itu Dewan Syuro dibawah kepemimpinan almarhum Abdurrahman Wahid
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(Gus Dur) yang memegang kendali PKB disegala lini, bahkan segala kebijakan partai

diputuskan oleh Dewan Syuro. Gus Dur diposisikan sebagai kyai sentral di PKB sehingga ia

begitu dominan sehingga perannya sebagai Ketua Dewan Syuro yang saat itu dianggap

sebagai elit tertinggi dalam struktural PKB. Ini juga tidak lain merupakan efek Gus Dur

sebagai ketua Dewan Syuro saat itu. pengalaman pendidikan Gus Dur yang tinggi membuat

Gus Dur menguasai permasalahan politik di dalam maupun diluar negeri, Hal ini membuat

Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang dipandang mempunyai wawasan yang luas dan

memiliki keistimewaan yang luar biasa dan hal itulah yang tidak ada pada diri KH. Aziz

Mansyur. Kemudian yang paling utama adalah faktor Gus Dur sebagai pendiri partai yang

membuat Gus Dur sangat disegani oleh seluruh jajaran struktural partai. Selain hal tersebut

pengalaman Gus Dur yang pernah menjabat sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU) selama 1984 hingga 1999 dan membawa kemajuan pesat bagi NU membuat

kepemimpinannya membuktikan dirinya tidak perlu diragukan lagi. Beberapa hal tersebut

memang tidak ada dalam sosok ketua Dewan Syuro yang sekarang yaitu KH. Aziz Mansyur

sehingga hal inilah yang membuat kharisma Dewan Syuro luntur.

Penutup

Dalam proses kandidasi calon Gubernur PKB, meskipun akhirnya PKB merekom

Khofifah untuk maju, namun ditemukan fakta bahwa pencalonan Khofifah melalui PKB tidak

berjalan mulus karena PKB dianggap tidak sepenuh hati untuk mendukung Khofifah. Secara

kelembagaan PKB memang merekom Khofifah, tetapi secara de facto PKB tidak maksimal

dalam mendukung Khofifah. Ini disebabkan oleh Khofifah yang dianggap minim dana untuk

turut serta dalam kontestasi Pilgub Jatim kali ini.

Selain itu, antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz terjadi perbedaan dukungan

dalam Pilgub lalu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dukungan diantara

Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz dalam mengusung calon Gubernur diantaranya yang

pertama adalah kurangnya komunikasi internal pada proses kandidasi pasangan calon

Gubernur yang menetapkan pasangan Khofifah-Herman (Berkah), sehingga dianggap sepihak

oleh Dewan Syuro karena elit-elit Dewan Syuro menganggap bahwa mereka tidak dilibatkan

dalam proses tersebut yang menyebabkan aspirasinya tidak tertampung. Ini yang membuat

elit Dewan Syuro bermanuver untuk mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf

(Karsa) meskipun sebelumnya Dewan Syuro lebih condong kepada Karsa melalui Gus Ipul.

Yang kedua adalah pragmatisme politik yang ada dibalik sikap elit Dewan Syuro. Dewan

Syuro Keputusan Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa adalah sebuah sikap yang
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tidak mencerminkan ideologis partai. Sikap Dewan Syuro tersebut kembali memperlihatkan

komitmen yang terkesan hanya setengah-setengah PKB karena pola pikir pragmatis dan

bertolak belakang dengan keputusan partai maupun cita-cita partai. Sebab, sikap dukungan

elit Dewan Syuro tersebut hanyalah berdasarkan pada survei-survei pra-Pilgub yang

memenangkan pasangan Karsa. Ini tentu mengindikasikan adanya kepentingan politik pribadi

pada elit Dewan Syuro karena pola pragmatisme politik tersebut.

Sedangkan faktor yang terakhir adalah karena lunturnya kharisma Dewan Syuro yang

membuat perannya sebagai pembuat pedoman umum kebijakan partai tidak berjalan

maksimal. Sebagaimana yang diketahui bahwa komposisi elit Dewan Syuro adalah Kyai dan

Ulama yang tentu memiliki kharisma dan wibawa, seperti halnya ketika kepemimpinan Gus

Dur saat memimpin Dewan Syuro dimana segala kebijakan partai diputuskan oleh beliau.

Gus Dur dianggap figur sentral oleh elit partai yang lain. Ini tentu berbeda dengan kondisi

saat ini dimana peran Dewan Syuro saat ini hanyalah memberikan pandangan-pandangan

terhadap permasalahan yang ada.
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